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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku
merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Keselarasan, kerukunan, dan
kedamaian merupakan hal terpenting yang harus mampu dijalankan.
Kesepakatan dalam musyawarah merupakan suatu nilai dasar kebersamaan
dalam kehidupan keluarga yang harus dikedepankan. Kebersamaan tanpa
harus terjadi perselisihan atau sengketa dalam proses pembagian harta warisan
merupakan hal terpenting, karena dalam hal ini nilai kebersamaan dan
kekeluargaan seharusnya mampu menjadi pijakan tanpa harus mengedepankan
ego dan kepentingan masing-masing pihak.

Secara sederhana pewaris dapat diartikan sebagai seorang peninggal
warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan harta kekayaan pada orang
yang masih hidup.! Sedangkan ahli waris adalah anggota keluarga orang yang
meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum
kekayaan karena meninggalnya pewaris.? Pengertian warisan sendiri adalah
soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang
kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang

lain yang masih hidup.® Hukum Waris sendiri adalah hukum yang mengatur
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tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal
serta akibatnya bagi para ahli waris.* Keberadaan hukum waris sangat penting
dalam proses pembagian warisan, karena dengan keberadaanya tersebut
mampu menciptakan tatanan hukumnya dalam kehidupan masyarakat.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam
dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.> Keberadaan
anak dalam hukum waris mempunyai kedudukan yang sangat penting.
Keberadaan anak secara langsung akan mengakibatkan terjadinya proses
pewarisan antara orang tua kepada anaknya. Perpindahan warisan dari orang
tua kepada anaknya harus dilakukan secara baik, sesuai aturan hukum yang
berlaku dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan.
Ketentuan dan keberadaan hukum waris adat telah mengatur mengenai
pembagian warisan, di mana pengaturan tersebut telah mengakomodir hak dan
kewajiban di antara pewaris dan ahli warisnya

Salah satu aturan hukum yang digunakan dalam proses pembagian
harta warisan adalah hukum adat. Secara sederhana hukum adat dapat
diartikan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya
sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat
tinggal ataupun atas dasar keturunan.® Hukum adat selalu mengedepankan
kesetaraan dengan tetap memandang kebersamaan sebagai acuan dalam proses
pewarisan. Keberadaan hukum adat dalam tatanan kehidupan masyarakat akan

selalu ada dan tetap tumbuh, karena hukum adat merupakan aturan yang hidup
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dan berkembang sesuai budaya dan nilai sosial yang dianut di dalam
masyarakat.

Keberadaan hukum adat dijadikan sebagai tatanan dan cerminan dalam
pola tingkah laku masyarakat sebagai pijakan nilai luhur yang harus tetap
dilestarikan. Keberadaan hukum adat setelah adanya amandemen konstitusi,
telah diakui dan dijamin keberadaanya sebagaimana dinyatakan dalam
Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 B Ayat (2) yang menyatakan: Negara
mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat —hukum adat
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang diatur dalam undang-undang.

Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku
merupakan dasar yang harus dipenuhi dalam proses pembagianya. Keberadaan
hukum adat merupakan sebagai salah satu hukum yang dijadikan rujukan dan
dasar dalam proses pembagian harta warisan. Keberadaan anak dalam
pembagian warisan mempunyai kedudukan yang sangat penting, di mana
keberadaan anak secara langsung akan menyebabkan terjadinya proses
pewarisan antara orang tua kepada anaknya. Keberadaan hukum adat harus
tetap dijaga dan dilestarikan sebagai budaya dan nilai-nilai luhur yang
berkembang dan tumbuh sebagai patokan dalam kehidupan masyarakat. Disisi
lain memahami bagaimanakah kedudukan anak dalam proses pembagian harta
warisan, serta bagaimana proses pembagian harta warisan tersebut menurut
hukum adat, merupakan hal yang juga sangat penting bagi penulis, yang

menjadi dasar dalam melakukan penelitian ini.



Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka penulis
ingin melakukan penelitian skripsi ini dengan memberikan judul, “Kedudukan
Anak Dalam Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat (Studi Kasus di Desa

Slendro Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen)”.

. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Pembatasan masalah atau ruang lingkup permasalahan pada suatu
obyek yang akan diteliti sangat diperlukan, karena akan mempermudah
penulis dalam pengumpulan data. Penelitian ini dibatasi hanya tentang
kedudukan anak dalam pewarisan menurut hukum adat di daerah Sragen atau
Jawa Tengah. Kemudian untuk mempermudah pemahaman dalam
pembahasan permasalahan yang akan diteliti serta untuk mencapai tujuan
penelitian yang lebih mendalam dan terarah, maka penulis merumuskan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pembagian harta warisan menurut hukum adat?
2. Bagaimana kedudukan anak dalam pembagian harta warisan menurut

hukum adat?

. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian harus memiliki tujuan yang jelas yang
hendak dicapai. Tujuan dalam suatu penelitian menunjukan kualitas dan nilai
penelitian tersebut. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembagian harta warisan menurut hukum adat.



2. Untuk mengetahui kedudukan anak dalam pembagian harta warisan

menurut hukum adat.

D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan di atas, maka
manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah
sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia dan khususnya hukum
perdata, terutama mengenai pembagian harta warisan menurut hukum
adat.
2. Manfaat Praktis
a. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir
dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam
menerapkan ilmu yang diperoleh.
b. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk
memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai cara
mengatasi masalah tentang pembagian harta warisan menurut hukum

adat.

E. Kerangka Pemikiran
Musyawarah untuk mufakat merupakan nilai dasar yang dijadikan
landasan dalam pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum

waris. Ketentuan yang telah hidup dalam nilai dan budaya masyarakat,



menjadikan hukum waris selalu ditaati dan dijalankan. Hukum waris
merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan
karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang
ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang
yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka
maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.’

Pemindahan atau bergulirnya harta kekayaan yang ditinggalkan oleh
pewaris kepada ahli warisnya telah diatur dalam ketentuaan hukum waris.
Ketentuan dan syarat harus dipenuhi sebagai wujud tanggung jawab dalam
proses pewarisan. Adapun untuk terjadinya pewarisan, diperlukan adanya
unsur-unsur sebagai berikut:®

1. Adanya orang yang meninggal dunia (erflater), orang yang
meninggal dunia yaitu orang yang meninggalkan harta warisan dan
disebut: pewaris.

2. Adanya orang yang masih hidup (erfgenaam), orang yang masih
hidup yaitu orang yang menurut undang-undang atau testamen
berhak mendapatkan warisan dari orang yang meninggal dunia,
mereka disebut: ahli waris.

3. Adanya benda yang ditinggalkan (erftenis, nalatenschap), benda
yang ditinggalkan yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris
pada saat ia meninggal dunia, yang disebut harta warisan, wujud

harta warisan ini bisa berbentuk Activa (piutang, tagihan) atau
Pasiva (hutang).

Keberadaan dan kedudukan hukum waris harus mampu menjadi wadah
dalam pembagian harta warisan secara adil, dengan tetap menjadikan
musyawarah dan kesepakatan sebagai nilai yang harus ditegakan. Kedudukan
anak kandung dan anak angkat bukan menjadi penghalang dalam proses

pewarisan, karena keberadaan dan kedudukanya telah diakui dalam hukum

’A. Pitlo. Hukum Waris Menurut KUH Perdata. Terjemahan Isa Arif. Jakarta: Intermasa, 1979,
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waris adat. Kebersamaan dengan menjadikan nilai keselarasan dan kedamaian

dalam kerukunan merupakan essensi terpenting dalam pewarisan.

F. Metode Penelitian
Metode penelitian digunakan untuk mengumpulkan data guna
mendapatkan jawaban atas pokok permasalahan, sehingga data yang diperoleh
dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak
menyimpang dari pokok permasalahan.® Adapun dalam membahas
permasalahan dalam penelitian seperti yang dikemukakan penulis di atas,
maka penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan atau dipakai sebagai
materi melalui beberapa cara, yaitu:
1. Metode Pendekatan
Penelitian ini tersmasuk penelitian yuridis empiris yaitu suatu
penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam
masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya.'
Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan, mengidentifikasi
secara objektif dengan tujuan memberikan gambaran riil mengenai
kedudukan anak dalam pewarisan menurut hukum waris adat.
2. Jenis Penelitian
Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif karena
penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan

subyek dan atau obyek penelitian sebagaimana adanya.™* Penulis berupaya

%Adi Rianto, Metode Sosial dan Hukum, Jakarta: Sinar Granit, 2004, hal. 2.

YAmiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Mataram: Divisi Buku
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menggambarkan dan menganalisis kedudukan anak dalam pewarisan
menurut hukum waris adat.
Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Desa Slendro,
Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen. Lokasi penelitian tersebut dipilih
dengan pertimbangan masih terdapat penggunaan hukum adat sebagai
aturan hidup oleh masyarakat dalam pembagian harta warisan, yang sesuai
dengan penelitian yang penulis susun, sehingga memudahkan dalam

pencarian data.

. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data sebagai
berikut:
a. Data Primer
Data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara
langsung dari lokasi penelitian di Desa Slendro, Kecamatan Gesi,
Kabupaten Sragen, khususnya mengenai aturan hukum adat dan
kedudukan anak dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat,
serta hasil wawancara dengan kepala desa di lokasi penelitian yang
telah dipilih oleh penulis.
b. Data Sekunder
1) Bahan hukum primer
Bahan hukum primer, yaitu: norma atau kaidah dasar,
peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum
primer yang digunakan adalah:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).



b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan
Pokok Agraria (UUPA).

¢) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah
Desa.

d) Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tentang
Pelaksanaan beberapa Ketentuan Undang-Undang Pokok
Agraria (UUPA).

e) Yurispudensi.

2) Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer.*? Bahan hukum
sekunder, meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan
kedudukan anak dalam pembagian harta warisan menurut hukum
adat.
3) Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung
hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya berupa
bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, dan lain
sebagainya.
5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas digunakan

teknik sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

2 Amiruddin & Zainal Asikin, Op.Cit, hal. 19.
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Studi kepustakaan merupakan kegiatan mengumpulkan dan
memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang
dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh
peneliti® Dilakukan dengan mencari, mengutip, mencatat,
menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa
bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan skripsi
ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan
bertanya langsung pada yang diwawancarai.* Dengan demikian,
penulis akan mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap objek
penelitian mengenai kedudukan anak dalam pembagian harta warisan
menurut hukum adat dengan para pihak yang terlibat langsung dalam
proses pembagian warisan.

6. Teknik Analisis Data
Teknis analisa dalam penelitian merupakan hal yang penting agar
data yang sudah terkumpul dengan cara yang dapat dipertanggung
jawabkan. Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah analisa data.
Analisis data ini meliputi kegiatan mengatur, mengurutkan, memberi kode
dan mengklarifikasi data. Adapun model analisis yang penulis gunakan
adalah metode normatif kualitatif menurut Soerjono Soekanto adalah tata

cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang

3 M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 101.
™ Ibid. hal. 108.
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dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, juga perilaku yang nyata

yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.™

G. Sistematika Skripsi

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk
mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis
uraikan dalam penelitian ini. Untuk lebih mempermudah dalam melakukan
pembahasan, penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka
penulis menyusun sistematika penulisan, yang terdiri dari:

Bab | adalah Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Pembatasan
dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka
Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

Bab Il adalah Tinjauan Pustaka, berisi Tinjauan Umum tentang Hukum
Waris Adat, yang meliputi Tentang Hukum Waris dan Pewarisan, Tentang
Pewaris, Tentang Ahli Waris, dan Tentang Harta warisan. Selanjutnya adalah
Tinjauan Umum tentang Kedudukan Anak dalam Hukum Waris Adat
mengenai Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Asuh.

Bab [1l adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari
Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Adat dan Kedudukan Anak dalam
Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Adat.

Bab IV adalah Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

15 Soerdjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ul Press, 2008, hal. 213.



